PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 101 TAHUN 1999
TENTANG
DEWAN KETAHANAN NASIONAL DAN

SEKRETARIAT DEWAN KETAHANAN NASIONAL




SALINAN

PRESIDEN
REPUBLIK INDONES!IA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 101 TAHUN 1999
TENTANG

DEWAN KETAHANAN NASIONAL DAN

SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN KETAHANAN NASIONAL

Mcnimbang

PRESIDEN REFUBLIK INDONESIA,

bahwa peran Dewan Perlahanan Keamanan Nasional perlu di-
sesuaikan dengan perkembangan obyektil perumusan kebijaksanaan

dan stralcgi nasional dalam rangka pembinaan ketahanan nasional;

bahwa dipandang perlu unluk mengubah nomenklatur, tugas dan
fungsi Dewan Pertahanan Keamanan menjadi Dewan Ketahanan

Nasional:

bahwa dengan berubahnya Dewan Pertahanan Keamanan Nasional

-menjadi Dewan Kclahanan Nasional, dipandang perlu  untuk

menyesuaikan nomenkiatur, tugas dan fungsi Sckretariat Jenderal

Dewan  Pertahanan  Keamanan Nasional menjadi  Sckretariat

Jenderal Dewan Ketahanan Nasional;

bahwa untuk maksud terschut pada huruf a, huruf b dan huruf ¢ di
alas, dipandang perlu untuk mengatur mengenai tugas, fungsi,
susunan organisasi dan tata kcrja Dewan Ketahanan Nasional dan

Sckretarial Jenderal Kctahanan Nasional dalam suatu Keputusan

Presiden:

Mengingal : ...




Mengingat

Menetapkan

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

1. Pasal 4 ayat (1) d:i.n Pasal 10 Undang-Undang Dasur 1945;

2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1982 "ftentang  Ketentuan-

ketenwian Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia
(Lembaran Negara Tabun 1982 Nomor 51, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3234) sebagaimana (clah diubaly dengan Undang-
undang Ndmor. I Tahun 1988 (Lembaran Negara Tahun 1988

Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3368);

3. Keputusan Presiden Nomor 136 Tahun 1998 tentang Pokok-pokok

MEMUTUSKAN :
KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG DEWAN KETAHANAN
NASIONAL DAN SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN KE-
TAHANAN NASIONAL. . ‘
. ;5 ‘

- Organisasi Lembaga Pemerintah Non-Departemen; :

!:RAB [
KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Dewan Ketahanan Nasional

Pasal 1

Dewan Ketahanan Nasional, yang selanjutnya -dalam  Keputusan

Presiden ini disebut Wantannas, adalah lembaga  pemerintah yung

berkedudukan ...
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‘berkedudukan di bawah dan bertangpung jawab kepada Presiden.

Pagal 2

Wantannas mempunyai tugas membantu Presiden dalam menycleng-
garakan pembinaan ketahanan nasional guna menjamin pencapaian

tujuan dan kepentingan nasional Indonesia.

Pasal 3

 Dalam menyelenggarakan iugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2,

Wantannas mempunyai fungsi :

a. penetapan kebijakan dan strategi nasional dalam rangka pembinaan.

ketzhanan nasional Indonesia;

b. penetapan kebijakan dan strategi nasional dalam rangka menjamin

~ keselamatan bangsa dan negara,

¢. penctapan resiko pembangunan nasional yang dihadapi untuk kurun

waktu tertentu dan pengerahan sumber-sumber kekuatan bangsa
dan negara dalam rangka merehabilitasi akibat dart resiko pem-

bangunan.

Bagian Kedua
Sekrelariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional
- Pasal 4
Sekretariat  Jenderal Dewan Kewhanan Nasional, yang sclanjulnya

dalam ...
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dalam Keputusan Presiden ini disebut Sejen Wantannas, adalah lem-
- baga pemerintah non-departemen yang berada di bawah dan bertang-

g'ungjawab kepada Presiden selaku Kewa Wantannas.,

Pasal §

Setjen Wantannas mempunyai tugas merumuskan rancangan kebijakan
dan strategi nasional dalam rangka pembinaan ketahanan nasional untuk

menjamin pencapaian tujuan dan kepentingan nasional Indonesia.

Pasal 6

Dalam menyelengparakan tugas sebagaimana-dimaksud dalam Pasal S,

Setjen Wantannas mempunyai fungsi :

4. perumusan rancangan keletapan kebijakan dan siralegi nasional
dalam rangka pemb'inuau ketahanan nasional;

b, perumusan 'rzin'czmgan kétctapﬁm }-;ebijzikzm‘dma str#tegi nasional
dalam rangké menjumin kgsclamman bangsa dan negara dari
ancaman ic:rhad.ap kédaulatan, pers;ﬂu_an, Kesatuan, kelangsungan
hidup bangsa dan negura;

€. penyusunan perkiraan resiko peinbangunan nasional yang dihadapi
dalam kurun waktu tertentu dan rancangan keterapah kebyjakan dan
strategi nasional dalam rangka merehabilitasi akibat rosiko pem-

bangunan.

BAB I ..
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BAB 11
ORGANISASI

Sughn Pestamy

Wantannas

Pasal 7
(1) Susunan organisasi Wantannas terdiri dari :
a. Ketua Dewan : Presiden Republik Indonesia

b. Sekretaris Dewan : Sckretaris fenderal Wantannas merangkap

anggola
c. Anggola Dewan @ 1. Wakil Presiden Republik Indonesia:

2. Menter! Negara Koordinutor Bidang
Politik dan Keamanan;

3. Menteri Negara Koordinator Bidung
Ekonomi, Keuangan, dan Industri:

4. Menteri Nepara Koordinator Bidang
Pengawasan Pembangunan dan Pen-
dayagunaan Aparatur Negara:

5. Menteri Negara Koordinator Bidang
Kesejahteraan Rakyat dan Pengentasan
Kemiskinan;

6. Menteri Negara Sekretaris Negava:

7 Moeoterr
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Menteri Dalam Negeri;
Mentert Luar Negeri;

Menteri Pertahanan Keamanan:

. Menteri Penerangan;
. Menien Kehakiman;
. Panglima ABRI;

. Kepala  Badan  Koordinasi Intehjen

(2) Susunan anggola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) muerupakan

anggota inti Wantannas.

(3) Keanggotaan Wantannas dapat ditambah sesuai kebutuhan.
" | A

(4) Ketua Wantannas dapat membentuk  panitia  ad-hoc  dan/atau

kelompok kerja sesuai denga

v kebutuhan,

Bagian Kedua

Setjen Wantan

Pasal 8

nas

Susunan organisasi Setjen Wantunnas terdiri dari ;

a. Sekretaris Jenderal Wantanna

&

b. Deputi Bidany S.isu:ni Nasional;

c. Deputi Bidang Pengkajian da

) Penginderaan;

d.  Deputi Bidang Politik dan Strategi;

. -Deputs ...
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¢.  Deputi Bidang Pengembangan;
f.  Penbantu Deputi;

g Stal Akly,

Bagian Ketiga

Sekretaris Jenderal Wantannas

Pasal 9
(1) Setjen Wantannas  dipimpin oleh  scorang  Sekretaris  Jeaderal
Wantannas, yang selanjutnya dalam Kepulusan Presiden ini disebut
Sesjen Wantannas.

(2) Sesjen Wantannas dijabat oleh scorang Pegawai Negeri.

Pasal 10

Sesjen Wanlanpas mempuny:n tugas membantu Wantannas dalam me-

taksanakan wgas dan wewenangnya serta memimnin Setjen Wantannas,

Bagian Keempat

Deputi Bidang Sistem Nasional

Pasal 11

- Deputi Bidang Sisteny Nasional; selanjuinya dalun Keputasan Prexiden
in d.i_sel)u{ Designas, adalah unsur peluksana sebagian wgas dan Tungs
Setjen Wantannas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Sesjen Wantanms, .

Dusal 12



Desisnas  mempunyal tugas membantu  Sesjen Wantannas  dalam

menyelenggarakan pengamatan, evaluasi, analisis, dan perumusan

PRESIDEM
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 12

Sistem Nasional dalam rangka pembinaan ketahanan nasional.

Pasali 13

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalamn Pasal 12,

Desisnas mempunyai fungsi :

a.

h.

a.

b.

pelaksanaan kerja sama dengan instansi pemerintah dan swasta

dalam negeri dan instansi pemerintah luar negeri wizs nama Sesjen

- Wanlannas - dalam rangka penyusunan bahan  Sistem  Nasional

(Sisnas);
analisis bahan dari dafam dan luar aegeri seria perumusan Sisnas;

emantauan kondisi kehidupan vasional dalam raneka pembinaan
{ 2

ketahanan nasional.

Pasal 14

Susunan organisasi Desisnas terdiri dasi :

Pembantu Deputi Urusan Lingkungan Pemerintahan Negara;
Pembantu Deputi Urusan Lingkungan Alam;
Pembantu Deputi Urusan Lingkungan Sosial;

Pembantu Depiti Urusan Informasi dan Pengolahan Data,

Paual |5, .
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Pasal 15
Pembantu Deputi Urusan  Lingkungan Pemerintahan Negara, yang
selanjutnya daiam Keputusan Presiden ini disebut Bandep Lingpemneg.
adalah unsur pelaksana sebagian tugas Uan fungsi Dedisnas yang berada

di bawah dan bertanggung jawab kepada Desisnas.

Pasal 16

Bandep Lingpemneg mempunyai wgas membantu Desisnas  dalam

perumusan pengelolaan pemérintahan nepara,

Pusal 17

Dalam menyelenggarakan tugas schapgaimana dimaksud datam Pasal 16,
. f=] [ =]

Bandep Lingpemneg mempunyai fungsi
a.  pengumpulan‘dan pengolahan data;

b. perumusan pengelolaan dan pengembangan pemerintahan negara.

Pasal 18
Pembantu Deputi Urvsan Lingkungan Alam, yang selanjutnya dalum
Keputusan Presiden ini disebut Bundep Lingal, adalab unsur pelaksana

sebagian lugas dan fungsi Desisnas yang berada di cawab  dan

bertanggung jawab kepada Desisnas, Seljen Wantannas.

kel 49
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Pasal 16

Bandep Lingal mempunyai tugas membantu Desistas dalam perumusan

pengelotaan lingkungan alam.

Pasal 20

Dalam menyelengparakan tupus sebagamana dimaksud dalam Pasal 19,
: g &

Bandep Lingal mempunyai fungsi

a. pengumpulan dan pengolshan bahan dan data geograli, kepen-

dudukan, sumber kekayaan alam:

b.  perumusan dan pengembangan pengelolaan lingkungan alany,

Pasal 21

Pembantu Deputi Urusan Lingkungan Sosial, yang selanjutnya dalkam
Keputusan Presiden ini disebut Bandep Lingsos, adalah unsur pelaksina
sebagian tugas dan (ungsi Desisnas yang berada di bawah dan

bertanggung jawab kepada Designas.

Pasal 22

Bandep Lingsos  mempunyai  lugas  membantu Desisnas  dalam

perumusan pengelolaan hngkungan sosial.

Pasal 23
‘Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22,
Bandep Lingsos mempunyai fungsi -

a4 ey ban



PRESIGEN
REPUBLIK INDONESIA

> 11 -

a. pengumpulan dan pengolahan bahan dun data ideologi. potink.

ekonomi, sosia!, budaya, pertahanan dan keamanan;

b. perumusan dan pengembangan pengeloluan lingkungan sosiail.

~ Pasal 24

Pembantu  Deputi Urusan  Informasi dan Pengolahan Daw, yung
selanjutnya dalam Keputusan Presider ini disebut Randep infolabua,
adalah unsur pelaksana sebagian wgas dan fungsy Desisnas yang berada

di bawah dan bertanggung jawab kepada Desisnas.

Pasal. 25

Bandep Infolahta mempunyai tugas membantu  Desisnas  dalam

menyediakan informasi aktual.

Pasal 206

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.

Bandep. Infolahta mempunyai fungsi :

4. pengumpulan, pengolghan bahan dan data yang bersumber dari
media - massa, - telekomunikasi dan  informatika dalam rgka
pemberdayaan pusal informasi nasional,

b. pengidentifikasian dan analisis perkembangan ilmu pengetahuan
dan teknologi telekomunikasi dan informatixa;

C. perdmusan ...
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¢.  perumusan saran pengembangan sistem  informast aasional dan

sistem informasi manajemen nasional.

Bagian Kelima

Deputi Bidang Penpkajian dan Pengindcraan

Pasal 27
Deputi  Bidang Pengkajian  dan  Penginderaan,  selanjutny dalam
Keputusan Presiden ini disebut Dejiandra, adalab unsur pelaksana
sebagian tugas dan fungsi Seljen Wantannas yang berada di bawah dan

bertanggung jawab kepada Sesjen Wantannas.

Pusal 28

Dejiandra mempunyai  tugas membantu Sesjen Wantannas  dalam
menyelenggarakan  pengamatan, evaluasi, analisis, dan perumusan
peluang, kendala, serta kecenderungan hingkungan strategls nasional,
regional, dan internasional dalam rimgka pembinaan  Ketahanan

nasional.

Pasal 29
Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28,

Dejiandra mempunyai fungsi

e penyapan ...
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4.  penyiapan dan pelaksamaan kerja sama dengan instansi pemerintal,”
baik dalam dan luar negeri, dan swasta dalam negeri dalam ringka

penyusanan pengkajian dan penginderaan strategis;

b. penyiapan dan penyelenggaraan  pengkajian  dan penginderaan

Strategis nasional, regional, dan internasional;
C.. perumusan hasil pengkajian berupa peluang dan kendals;
d. perumusan hasii penginderaan strategis berupa kecenderungan:

€. penyusunan perkiraan keadaan strawegis - nasional  (kirstranas).
telaahan strategis nasional (telstranas), dan rancangan spresiasi

strategis nasional (apstranas).

Pasal 30
Susunan organisasi chiandrza_ terdiri dari :
S a. _Pembas}tu Deputi Urusan Lingkungan Strategis Nasional:
~b. Pembantu Deputi Urusan Lingkungan Strategis Regional:

c.  Pembantu Deputi Urusan Lingkungan Suategis Internasionat.

Pasal 31

Pembantu  Deputi Urusan Lingkungan  Sirategis  Nasional, yang
- selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut Bandep Lingstranas.
adalah unsur pelaksana scbagian (ugas dan fungsi Deji.adra yung

berada di bawah dan bertanggung jawal kepada Dejiandra.

Pusal 32 . ..
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Pasal 32

~Bandep Lingstranas mempunyat tugas membantu Dejiandra dalum

menyelenggarakan analisis dan pengkajian lingkungan strategi nasional,

Pasal. 33
Dalam menyelenggarakan iugas sebagaimana dimaxsud dalam Pusal 32,
Bandep Lingstranas mempunyai fungs:
a. pengumpulan dan pengolahan bahan dan data lingkungan suaiegi
nasional;
b. pengideatifikasian dan pengklasifikasian - kemungkinun  ancaman
. nasional masa datang;

¢. perumusan batas toleransi risiko pembangunan nasional,

Pasal 34

“Pembantu Deputi Urusan Lingkungan Strategis Regional, yang selunjut-
nya dalam Keputusan Presiden ini discbut Bandep Lingstareg, adulah
unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi Dejiandra yang berada i

bawah :lan bertanggung jawab, kepada Dejlandra.

_PBasal 35

Bandep Lingstrareg mempunyal tugas membant Dejiandra dulaim
menyelenggarakan - analisis dan  pengkajian lingkungan  strategis
 regional. | |

Pasal 36 ...
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Pasal 36

Dalam menyelenggarakan tugas schagaimana dumaksud dalam Pasal 35,

Bandep Lingstrarcg mempunyai fungsi .

3. '_pcngum.pulzm dan pengolahan baban dan data lingkungan strategis

regional;

b. pengidenulikasian. dan pengklasifikasian kemungkinan ancaman

regional masa datang.

Pasal 37

Pembantu Deputi  Urusan Lingkungan Strategis [nterpasional, yang

 sefanjuinya dalam Keputusan Presiden ini disebut Bandep Lingstraing,

adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi Dejiandra yang

berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Dejiandra.

Pasgal 38

Bandep Lingstraint mempunyai lugas membanu Dejiandra dalam
menyclenggarakan  analisis  dan  pengkajian  lingkungan - strategis

internasional.

Pasal 39

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dinaksud dalam Pasal 38,

Bandep Lingstraint mempunyai fungsi

a. pengumpulan ..
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a. pengumpulan dan pengolahan bakan dan data lingkungan strategls
internasional;
b. pergidentifikasian dan pengklasifikasian  kemungkinan ancaman

global masa di\tnng.

" Bagian Keenam

Deputi Bidang Politik dan Strategi

Pasal 40
Deputi - Bidang - Politik dan  Strategi, sclanjutnya dalam Kepulusan
Presiden int disebut Depolstra, adalal unsur pelaksana sebagian ugas
- dan fungsi Setjen Wanlannas yang berada di bawah dan bertanggung

jawab kepada Sesjen Wantanas.

Pusal 41

Depolstra . mempunyai tugas membantu Sesjen  Wantannas - dalam
menyelenggarakan  pengamalan, cvaluasi, analisis, dan perumusan
politik dan stratepi nasional serta rencana kontijenst dalun rangka

pembinaan ketzhanan nasional dai menghadapi krisis nasional.

Pasal 42 -

- Dalam menyelenggarzian tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasat 41,
Depolsira mempunyai fungsi :

Q. penylpan ...
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a. penyiapan dan pelaksanaan kerja sama dengan instansi pemerintah,
baik dalam dan luar negeri, dan swasta dalam negeri datam rangka
penyusunan bahan politk dan strategi nasional, kebijukan dan

strategi nasional serta rencana menghadapi kontijensi nasional;

b. pemantauvan kondisi kehidupan nasional dalam<rangka pembinaan

ketahanan nasional;
¢. penyusunan perkiraan batas toleransi risiko pembangunan nasional;

d. pengumpulan dan pengkajian bahan - serta perimusan  Politk

Nasiopal, Strategi Nasional, dan Rencana Kontijensi;

e. perumusan konsepsi strategi  pemanfaatan forum kerja  sama

regional dan global.

Pasal 43
Susunan organisast Depolsira werdiri diri :
a.  Pembantu Deputi Un'].s;.m Politik Nasional;
b. Pembantu Deputi Uruxnn Sl:‘z{iegi Nzgsiunul;

¢. Pembantu Deputi Urusan Perencanaan Kontijensi.

Pasal 44
Pembantw Deputi- Urusan - Politik Nasional, yang selanjutnya dalam
Keputusan Presiden ini disebut Bandep Polnas, adalah unsur pelaksana
sebagian tugas dan fungsi Depolstra yang berada di bawah dan
- W g wtedad r S !
bertanggung jawab kepada Depolstra.

Pasal 45 ...
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Pasal 45

Bandep Polnas mempunyai tugas membantu  Depolsica  dalam
menyelenggarakan analisis  dan evaluasi serta  perumusan politik

nasional.

Pasal 46

Dalam .menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45,

~Bandep Polinas mempunyai fungsi

a. -pengumpﬂlag dan pengolahzn bahan dun daia pelitik nasional;
b. evaluasi cinamika politik nasional;

C: | perumusan polilik'nasicmal;'

. d. perumusan pemanfaatan forum kerja sama regional dan global.

Pasal 47
Pembanw Deputi Urusan Stralegi Nasional, yang selanjuinya dalam
Keputusan Presiden ini disebut Bandep Stranas, adalah unsur pelaksana
~sebagian tugas dan fungsi  Depolstra yang berada di bawah  dan

bertanggung jawab kepada Depolstra.

Pasal 48
Bandep Stranas  mempunyai  tugas  membanwe  Depolsura dalam
menyelenggarakan pengamatan, anaiisis, evaluasi, - dan  perumusan
strategt nasional.

Pasal 49 ..
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Pdsal 49

Dalam meuyelenggzrakan iugas se!mgammm dumlksud dalam Pasal 48,

' “"Bandep Stranas mempunyai fungs:

a.  pengumpulan dan pengolahan bahan dan  data pembangunan

 nasional;
b. evaluasi dinamika pembangunan nasional:
C. perumusan batas toleransi risiko pembangunan nasional,

d. perumusan straiegi nasional dalam rangka pembangunan sasions).

Pasal SO

Pembantu Deputi Urusan Perencanaan Kontijensi, yang selanjutnya
dalam Keputusan Presiden ini disebut Bandep Renkon, adalal unsur
pelaksana sebagian lugas dan fungsi Depolstra yang berada ¢ bawah

“dan bertanggung jawab kepada Depolstra,

Pasal 51 ‘

Bandep Reuakon mempunyai lugas - membantu Depolsura dalam
menyelenggarakan pengamatan, analisis, evaluasi, dan perumusan

rencana kontijensi dalam rangka menghadapi krisis nasional.

Pasal 52

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51,

Bandep Renkon mempunyai fungsi :

a. pengumpulan ...
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~a. pengumpulan dan pengolahan bahan dan data yang mengganggu
stabilitas segenap aspek kehidupan nasional;

b. pengidentifikasian dan pengklasifikasian Jenis gangguan, ruang,
dan waktu terjadinya yang mengancam stabilitas nasional;

€. perumusan rencana kontijensi dalam rangka pembangunan nasional.

- Bagian Ketujuh
Deputi Bidang Pengembangan

Pasal 53

Deputi Bidang Pengembangan, selanjutnya dalam Keputusan Presiden
ini diseb:t Debang, adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi
Setjen Wantannas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada

Sesjen Wantannas.

Pasal 54

Debang mempunyai (ugas membarntu Sesjen  Wantannas  dalam
menyelenggarakan pe'rigamatan_. evaluasi, analisis dinamika sepenap
aspek kehidupan “nasional, dan pelaksanaan'pclmbangun'an nasional,
Serta perumusan saran pemecahan krisis dan saran pemecahan masalah

penyimpangan pembang.nan nasional yang terjadi.

Pasal 55 ...
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Pasal 55

Dalam menyelengarakan tupgas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54,

- Debang rhemptin'yai fungsi:

a. penyiapan dan pelaksanaan kerja sama dengan instansi pemerintah.
baik dalam dan luar negeri, dan swasta dalam negeri dalam rangka
pengamatan, analisis, evaluasi dinamika segenap aspek kehidupan

nasional dan pelaksanaan pembangunan nasionul,

b. -pepguig_ufa_n kondisi kehidupan nasional dalam rangka pembinaan

ketahanan nasional:

‘. pengukuran nasil pembangunan nasional dan  mengevaluasi

penyimpangan yang terjadi;
d. perumusan saran pemecahan masalah penyimpangan yang terjadi:

e. perumusan saran mobilisasi sumber kekuatan bangsa dan nepara

dalam rangka menanggulangi dan merchabilitasi krisis nasional.

Pasal 56
Susunan "'ofghllisasi Debaﬁé Lgrd:iri dari
-'a.. ‘ Pembén{&D.t::;mﬂti..Ur'usz.m Ekonmﬁi;
lb. Pr:iﬁbai_}_tu Deputi Urusan Sosial Budaya;
c. Pembantu Deputi Urusan Hukum dan Perundang-undangun,

d. Pembantu Deputi Jrusan Pertahanan dan Keamanan.
M. . P! !

Pasal 57 ...
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Pasal 57
Pembantu Deputi Urusan Ekonomi, yang selanjuinya dalam Keputusan
Presiden ini disebut Bandep Eko, adalah unsur pelaksana sebagiun

tugas dan fungsi Debang yang berada di bawah dan bértanggung jawal

kepada Debang,

Pasa! S8

Band.ep Eko mempunyai tugas membantu Debang dalam menyeleng-
garakan pengamaltan, analisis, dan evaiuasi dinamika dan pelaksianaan
pembangunan aspek ekonomi serta perumusan s.zu'an pemecahan krisis
ekonomi dan saran pemecuhah masalah .pcnyimpangzm pembangunan

ekonomi yang terjadi.

Pnsai‘ 59

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalum Pasal 58,

Bandep Eko mempunyai fungsi :

a. pengumpulan dan pengolahan bahan dan data aspek ekonomi dun

moneter;

b. pengukuran kondisi ekonomi nasional dalam rangka pengelolaan

ketahanan ekonomi:

¢. pengukuran hasil pembangunan ekonomi dan  menganalisis

penyimpangan yang terjadi;

d. perumusan ...
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d. perumusan saran pemecahan masalah penyimnpangan yang terjadi:

e. perumusan saran mobilisasi sumber kekuatan bangsa dan nepara

dalam rangka menanggulangi dan merehabilitasi krisis ekonomi,

Pasal 60

Pembantu Deputi Urusan Sosial Budaya, yang selanjutnya dalum
Keputusan Presiden ini disebut Bandep Sosbud, adalah unsur pelaksana
sebagaian tugas dan fungsi Debang yang berada di bawah dan

bertanggung jawab kepada Debang.

Pasal 61
Bandep Sosbud mempunyai lugas membanw Debang dalam
menyelenggarakan pengamatan, agalisis, evaluasi dinamika  dan

pelaksanaan pembangunan aspek sosial budaya serta perumusan saran

-pemecahan masalah sosial budaya.

Pasal 62
Dalam ménye!enggarakun tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61,

Bandep Sosbud mempunyai fungsi :
a. pengumpulan dan pengolahan bahan dan data aspek sosial budaya:

b. pengukuran kondisi aspek sosial budaya dalum rangka pengzlolalan
ketahanan sosial budaya;

c. pengukuran ...
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c. _pengukuran  hasil  pembangunan © aspek .§osia] budaya dan
menganalisis penyimpangan yang terjadi;

d. perumusan saran pemecahan masalah penyimpangan yang terjadi:

e. perumusan saran mobilisasi sumber kekuatan bangsa dan negara
dalam rangka menanggulangi dan merehabilitasi krisis  sosial

budaya.

Pasal 63
Pembantu Deputi Urusan Hukum dan Perundang-undangan, yang
selanjutnya dalam Kapumsan Presiden ini disebut Bandep Kumdang,
adalah unsur pelaksana sebagian ugas dan fungsi Debang yang berada

di bawah dan bertanggung jawat kepada Debang.

Pasal 64

Bandep Kumdang mempunyai tugas membantu Debang  dalam
menyelenggarakan pengamatan, analisis, evaluasi dinamika dan
‘pelaksanaan pembangunan aspek hukum dan perundang-undangan serta

perumusan saran pemecahan penegakan hukum.

Pasal 65

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimzicsud dalam Pasal 64,
Bandep Kumdang mempunyai fungsi : |

a. pengumpulan ...
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a. pengumpulan dan pengolahan bahan dan data aspek hukum dan

perundang-undangan;

b. pengukuran kondisi penegakan hukum dalam rangka pengelolaan
ketertiban masyarakat;

¢.. pengukuran hasil pembangunan hukum dan perundang-undangan
secta menganalisis penyimpangan yang terjadi:

d. perumusan saran pemecahan masalah penyimpangan yang terjadi;

€. perumusan saran penegakan sistem hukum nasional dalam rangka

menjamin kepastian hukum dan keadilan.

Pasal 66

~ Pembaritu Deputi Urusan Pertahanan dan Keamanan, yang selanjutnya
dalam Keputusan Presiden ini disebut Bandep Harikam, adalah unsur
- pelaksana sebagian tugas dan fungsi Debang yang berada di bawah dan

bertanggung jawab kepada Debang.

Pasal 67

‘Bandep Hankam mempunyai tugas membanw Debang dalam menye-
lenggarakan pengamatan, analisis, evaluasi dinamika dan pelaksanaan
pémbangum;-z aspek pertahanan dan keamanan seria perumusan saran
pemecahan masalah pert_ahana‘,n dan keamanan dan saran pemecahan
masalah penyimpangan pembangunan aspek pertahanan dan keamanan

yang terjadi.

~asal 68 ...
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Pasal 68

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ]

Bandep Hankam mempunyai fungsi :

4, pengumpﬁlan‘da‘n péngolahan bahan dan data aspek pertahanan dan

keamanan;

b.  pengukuran kondisi aspek pertahanan dan keamanan dalam rangka

pengelolaan ketahanan pertahanan dan keamanan;

C. pengukuran hasil pembangunan aspek pertahanan dan keamanan

dan menganalisis penyimpangan yang terjadi;
d. perumusan saran pemecahan masalah penyimpangan yang terjadi:

€. perumusan saran mobilisasi sumber kekuatan bangsa dan negara
dalam rangka menanggulangi dan merehabilitasi xerusakan akibar

gangguan pertahanan dan keamanan.

Bagian Kedelapan

Pembantu Deputi

Pasal 69

‘Pembanty Deputi dijabat oleh seorang Pegawai Negeri.

Bagian ...
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Bagian Kesembilan

Staf Ahh

Pasal 70

(1) Di lingkungan Setjen Wantannas dapat dibentuk Swal Ahli yang
selanjutnya dalam Keputusan Presiden “ini disebut Szhli, sesuai
dengan kebutuhan dan setelah mendapat persewjuan lertulis dari

Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur

negara.

(2) Sahli, adalah unsur pembantu Sesjen Wantannas di bidung keahlian

terlentu, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada

Sesjen Wantannas.

Pasqi 14

Sahli mempunyai tugas melakukan pengamatan, menzlaah, memberikan
- pertimbangan dan saran pemecahan masalih  secara  konseptual
mengenai hal-hal tertentu menurut keahliannya yang berkaitan dengan

ketahanan nasignal baik atas petunjuk Sesjen Wantannas njaupun atss

‘inisiatif sendiri.

BAB

1
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BAB I
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Pertama

Wantannas

Pasal 72

Anggola tambahan, anggota panitia ad-hoc dan/atau kelompok kerja

diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.

Bzigian Kedua

Setjen Wantannas

Pasal 73

(1) Pejabat eselon I diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul
Sesjen Wantannas.
(2) Pejabat eselon II ke bawah diangkat dan diberhentikan olch Scsjen
Wantannas.
(3) Penetapan eselon jabatan sela:n Sesjen dan Deputi di lingkungan
nas diletapkan berdasarkan persyaraian kepangkatan sesuai
Wantannas diletapkan berdasarkan persya kepangkat a

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 74 ...
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Pasal 74 -
(1) Sekretaris Jenderal adalah jabatan eselon fa.
(2) Deputi adalah jabatan eselon Ia.

(3) Pembantu Deputi adalah jabatan setinggi-tingginya eselon Ib dan

serenaah-rendahnya eselon Ifa.

(4) Staf Ahli adalah jabatan setinggi-tingginya eselon b dan serendah-

‘rendahnya eselon 1.
BAB 1V
PENGANGGARAN DAN PEM3IAYAAN

lasal 75

Pembiayaan yang diperlukan untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi
 Wantannas dan Setjen Wantannas dibebankan pada anggaran belanja

negara vang dikoordinasikan oleh Sckretariat Nepara.
gara yang g

BAB V

TATA KERJA

Pasal 76
. Dalam melaksanakan tugasnya, setiap unsur di lingkungan W antannas

dan Setjen Wantannas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi,

dan ...
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dan sinkronisasi, baik di lingkungan Wantannas dan Setjen Wantannas
maupun dalam hubungan antar instansi pemerinah danfatau instnsi

lain.

Pasal” 77
Setiap - pimpinan satuan orpanisasi wajib mengawasi bawahannya
masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil fangkah-
langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undingan

yang berlaku.

Pasal 78
Setiap pimpinan di lingkungan Wantannas dan Setjen Wantannas ber-
tanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan  bawahannya
masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk  bagi

pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 79

Setiap pimpinan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan
bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan

laporan berkala/sevaktu-waktu.

Pasul BG-. =
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Pasal 80

- Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan dari bawahannya wa)ib
diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut

dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.

Pasal 81

= Dal‘am'menyampa’ikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib
dlsampnlkan pula kepadn pejabat- pe_;abm ydng secara  fungsionzl

mempunya1 habum,an kerja

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

 Pasal 82

(1) Status Pegawai Negeri Sipil yang ditempatkan di Setjen Wantannas
“yang berfungsi scbagai pemikir adalah penugasan, sedangkan yang

bcrﬁ_ngm pcndukung adalah organik.

() Pemwnaan pe:soml Pegawa: Negen Szpli be:sm{us penupasan tetap

berada pada 1n5t9n‘n induki nya.

BAB VIl ...
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BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 83

Rincian mgas fun’gsi susunan orgmnsasz chn tata kerja satuan
'orgamsasx di Imgkungan Segcn Wantannas dltctap}\an oleh Sesjen
Want'lnnas setclah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari
Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur

negara.

_Pas_-al 84

Dengan berlakunya Keputusan Presiden ini, maka Keputusan Presiden

.Nomor 51 Tahun 1970 tcntang, Dewan Pertahanan Keamanan Nasional

i sebaga:mana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 51 Tahun

1991, dan Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1975 tentang
Penyempurnaan Sekretariat Jenderal Dewan Pertahanan Keamanan
Nasional sebagéimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Keputusan

 Presiden Nomor 52 Tahun 1991 diﬁyatak‘an tidak beriaku.

Pasal 85 ...
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Pasal 85

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

' Di.lcmp.k'an di Jakarta =
pad’x t_:;-:'n.g_g:il 31 Agustus 1999 !
PRESiDEN REPUBLIK INDONESIA,
ud

BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE

~ Salinan srésu_ai..glc'nga'n aslinya
 SEKRETARIAT KABINET RI -
ﬁmﬂ\%{o Peraturan
i,

undaggan If,

T Terung:




